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Pelanggaran dari jarimah maisir sekecil apapun dapat dijerat dengan hukuman
seperti yang telah ditetapkan dalam ganun dengan tujuan agar si pelaku tersebut
mendapatkan efek jera. Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan
hukuman yang sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja
terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah
bagaimana efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir dan kendala
pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini
adalah efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda
Aceh dinilai sudah memberikan sedikit efek jera dan kesadaran hukum bagi
pelaku dan masyarakat Aceh. Akan tetapi masih membutuhkan peningkatan dari
sanksi tersebut terlebih untuk pelaku residivis dalam kasus maisir ini. Sehingga
penerapannya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar kepercayaan
masyarakat terhadap penerapan hukum lIslam dapat lebih meningkat. Kendala
pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda
Aceh karena minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala
yang dihadapi, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan
Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan jarimah maisir. Dari
paparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi hukum terkait jarimah
maisir di Kota Banda Aceh ini belum bisa dikategorikan efektif. Karena kasusnya
masih saja terjadi dan terus meningkat bahkan adanya pelaku residivis. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat efektif dari sanksi hukum tersebut belum sepenuhnya
memberikan dampak bagi pelaku itu sendiri dan masyarakat.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama Huruf Nama Huruf | Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| ARf | tidak tidak 5L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
o Ba’ b Be 5 za z zet
' (dengan
titik di
bawah)
-, Ta’ t te . ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ $ e_s_(de_ngan ¢/ Gain g Ge
titik di
atas)
Jim J je =) Fa’ f Ef
Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
C (dengan
titik di
bawah)
¢ Kha’ kh ka dan ha B Kaf K Ka
5 Dal d de J Lam I El
3 Zal z zet . Mim m Em
(dengan
titik di
atas)

vii



Ra’ r Er 3 Nin En
J
. Zai z zet Wau We
J B/
P Sin s es N Ha’ Ha
r Syin sy es dan ye . Ia—|hamz Apostrof
Sad S es (dengan Ya’ Ye
> titik di ¢
bawah)
. Dad d de
- (dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

1) Vokal tunggal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah a a
kasrah i i
A dammah u u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
Cs./. ' fathah dan ya’ ai adani
5_’” fathah dan wau au adanu

Contoh:

viii




. -kataba
[_}33 -fa‘ala
S5 -Zukira

Cal -yazhabu

d -sulila
(S -kaifa
J#  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
e fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
L2 kasrah dan ya’ [ I dan garis di atas
’5 dammah dan wau il u dan garis di atas
Contoh:
J G -qgala
) -rama
& -gia
Jy‘v -yaqiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ¢a@’ marbitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.



3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

Contoh:

J UYLy -raud ah al-agfal
-raud atul agfal

ijrij \iw i -al-Madmah al-Munawwarah
-AL-Madmatul-Munawwarah

izl -jalhan

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydzd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

& -rabbana
g5 -nazzala
gl -al-hirr
. -al-hajj
(’:‘j -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J!'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis



terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:

*a) -ar-rajulu
53 -as-sayyidatu
&5‘"\ -asy-syamsu
;.EJ\ -al-galamu
Zad) -al-badi u
j/)/@-\ -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
tota w a
O3 € -ta’ khuzina
£5) -an-nau’
tord -syai’un
3 -inna

2
ER ¢ -
ol -umirtu
ST -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

Xi



-

GEEsh 4bj;
O Iggiste
S s

L LAgle oo

Qﬁ‘%—qw\&i&j

Mool f el

9. Huruf Kapital

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innall@ha lahuwa khairurrazigin

-Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan
-Ibrahim al-Khalil

-Ibrahimul-Khalil

-Bismillahi majraha wa mursah

-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila
-Walillah ‘alan-nasi hijjul-baiti manistatd ‘a

ilaihi sabila

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Jio¥) 4a2 53

REiPUARERV NS
S BY b A

Gl G 5 4 Sy

-Wa ma Muhammadun illa rasul
-Inna awwala baitin wud i‘a linnasi
lallazt bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubmn
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
-Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

xii



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

Y ,9 &Jj A& e -Nasrun minallahi wa fathun garib

s }:5}1‘ & -Lillahi alOamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
e 96"‘ Jﬁ; W -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tawid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah provinsi yang memiliki keistimewaan hukum dan
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hak ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Gubernur.! Keistimewaan Daerah Aceh tersebut didasarkan pada Undang-undang
No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah, terakhir telah diganti pula dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor
44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh yang kemudian pada Tahun 2001, ketika diberikan otonomi
daerah pada semua daerah di Indonesia, maka Aceh diberikan otonomi khusus
melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, pemerintah provinsi Aceh mulai menerapkan syariat Islam
secara formal, sehingga kedua Undang-undang ini menjadi dasar kuat untuk
menjalankan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh.? Provinsi Aceh memiliki
peraturan daerah yang bersumber dari ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan
Hadist dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh yang disebut dengan
Qanun. Qanun tersebut tidak hanya mengatur hukum keluarga dan ekonomi,

tetapi juga mengatur tentang jinayah.3

1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, him.1.

2 Haidar Nassir. Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia. (Bandung:
Mizan. 2013), him. 332.

3 Berutu, Ali Geno. Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-
Pak di Kota Subulussalam Aceh. Jurnal Aristo. VVol.4 No.2. Juli 2016, him. 31-32.

1



Hukum Jinayat tersebut di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014
mengatur segala ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat
Aceh, yang mana di dalam Qanun ini mengatur tentang hukum jarimah yang
meliputi aturan terkait: Khalwat (Mesum), Khamar (Minuman keras), Maisir
(Perjudian), Zina, Qadzaf (menuduh orang berbuat zina), Ikhtilat (Perbuatan tak
senonoh di depan umum), Pemerkosaan, Pelecehan seksual, Musahagah
(Lesbian), Liwat (Gay).*

Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah yaitu jarimah maisir,
jarimah maisir_ini sangatlah dilarang karena telah jelas bahwasanya pada
perbuatan maisir itu terdapat dosa yang besar dan juga mudharat yang lebih besar
dari pada manfaatnya.

Hukum terhadap perbuatan jarimah maisir ini diterapkan dalam Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, maka sudah seharusnya
masyarakat mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh.
Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan mengenai hukuman
terhadap pelaku jarimah maisir tersebut yaitu Pasal 18 “Setiap Orang yang dengan
sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan
paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Ugubat Ta zir cambuk
paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua
puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan™. Dan
Pasal 19 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan
nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam
dengan ‘Ugubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda
paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga
puluh) bulan”.®

Berdasarkan Pasal tersebut, jarimah maisir sekecil apapun dapat dijerat

dengan hukuman cambuk seperti yang telah ditetapkan dalam ganun dan akan

4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, him. 3-4.
5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, him. 9.



dilaksanakan hukuman tersebut tepat di muka umum atau di tempat yang terbuka,
dengan tujuan agar si pelaku tersebut mendapatkan efek jera yang membuat malu
diri dan keluarganya sehingga pelaku tidak mengulang kembali perbuatannya,
juga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.

Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan hukuman yang
sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di
wilayah hukum Kota Banda Aceh. Menurut data awal yang penulis terima dari
Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, terdapat 30
perkara maisir yang masuk dan telah ditangani sejak tahun 2019, 2020, 2021,
2023. Pada tahun 2019 ada 2 perkara maisir, tahun 2020 terdapat 6 perkara maisir,
tahun 2021 tercatat 11 perkara maisir, pada tahun 2023 terdapat 11 perkara maisir
yang masuk dan telah ditangani.

Dari data awal tersebut dapat diketahui bahwa penerapan ganun di kota
Banda Aceh belum benar-benar efektif, hal ini dapat dilihat dari data di atas yang
mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat yang
melakukan maisir baik secara sembunyi-sembunyi maupun seacara terang-
terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan
maisir.% Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Sanksi Hukum
Terkait Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di
kota Banda Aceh?

& Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh
Tengah. (Medan: UMSU, 2018), him. 4.



2. Bagaimana kendala pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku

jarimah maisir di kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir
di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pada penerapan sanksi hukum

terhadap pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh

D. Kajian Kepustakaan
Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari
penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan
mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan
yang belum ada.” Beberapa kajian dan literatur yang relevan dapat dijadikan
sebagai rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Kajian
kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-
penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga dapat ditemukan
persamaan dan perbedaannya, yang terpenting adalah untuk menghindari plagiasi
isi secara keseluruhan. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan
rujukan di antaranya:
1. Kajian yang ditulis oleh Azharuddin (2019) dengan judul Tindak Pidana
Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.®
Jurnal ini menjelaskan bahwa seharusnya peraturan judi yang ada dalam

ganun Aceh memberikan penjelasan lebih terkait taruhan dan nilai

7 Suharsini Arikunto. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta. 2005) him. 58.

8 Azharuddin. Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. I1V. No. 01
Januari-Juni 2019M/1440H.



keuntungan yang nominalnya di bawah 2 gram emas murni, supaya
praktik perjudian di Aceh bisa dihilangkan ke depannya. Hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa penulis menyarankan kepada Pemerintah
Aceh agar Pemerintah Aceh (orang yang berwenang) memberikan
penjelasan lebih terkait tentang judi yang ada dalam ganun tersebut,
jangan hanya terbatas pada nilai 2 gram emas murni saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anas (2019) dengan judul Implementasi Qanun
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Praktik Perjudian di
Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Tengah).® Jenis
penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian tentang riset dan bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kegiatan perjudian masih ada dilakukan oleh beberapa masyarakat. Jenis
perjudian yang dilakukan masyarakat di area pacuan kuda seperti bertaruh
antara kuda yang dipacu, media permainan seperti catur, dadu, dan kartu
remi. Implementasi ganun jinayat untuk mengatasi perjudian di arena
pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih belum efektif sehingga
masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian di arena
pacuan kuda dan masih ditemukan beberpa kendala dalam
mengimplementasi ganun jinayat untuk mengatasi perjudian di arena
pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Kajian relevan lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Sahara dan Meta
(2018) dengan judul Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir
(Perjudian) di Kota Langsa.'® Penelitian ini menggunakan penelitian

° Anas, Taufik. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan
Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Tengah). (Banda
Aceh, UIN Ar-Raniry. 2019).

10 Sahara, Siti & Meta Suriyani, Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir
(Perjudian) di Kota Langsa. Jurnal Hukum:; Samudra Keadilan. Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni
2018. P-ISSN: 2615-3416, E-ISSN: 2615-7845.



hukum emperis, yaitu dengan cara menggunkaan data-data di lapangan
melalui wawancara langsung dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian)
di Kota Langsa telah mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan
hasil penelitian juga diketahui hambatan dalam penghukuman bagi pelaku
maisir (perjudian) di Kota Langsa yang terdiri dari 2 faktor yaitu faktor
penegak hukum dan faktor masyarakat.

4. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Berutu (2016) dengan judul
Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak di
Kota Subulussalam Aceh.!* Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa penerapan ganun yang berbasis jinayat di Aceh tidak semua
berjalan dengan baik. Banyak masalah dan kendala yang dihadapi di
lapangan, baik dari pelaksanaannya (pemerintah) maupun masyarakat
sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri. Begitu juga
halnya dengan Kota Subulussalam, pelaksanaan terhadap jenis ganun
Jinayat di atas masih terkesan stagnan dan jalan ditempat. Belum terlihat
adanya kemajuan yang berarti dalam penerapan ganun jinayat di kota ini,
tentunya hal tesebut sangat berdampak terhadap efektivitas penerapan
ganun di tengah-tengah masyarakat Kota Subulussalam dan perlu segera
dicarikan solusinya. Inilah tantangan kedepannya bagi setiap kalangan di
Kota Subulussalam, baik pemerintahan, penegak hukum maupun
masyarakat untuk dapat bersama-sama menegakkan dan mengawasi
pemberlakuan Qanun No. 13 Tahun 2003 sehingga kedepannya tingkat
pelanggaran terhdap ganun ini dapat diminimalisir.

5. Kajian selanjutnya yang ditulis oleh Mahmani (2018) dengan judul Kajian
Deskriptif Implentasi Qanun Tentang Maisir (Perjudian) di Kabupaten

11 Berutu, Ali Geno. Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-
Pak di Kota Subulussalam Aceh. Jurnal Aristo. Vol.4 No.2, Juli 2016.



Aceh Tengah.2 Penelitian ini menggunakan deskriptif melalui pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi Qanun tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh
Tengah, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi maraknya perjudian
di Kabupaten Aceh Tengah, dan cara untuk memaksimalkan implementasi
Qanun no 13 tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah.
Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara,
dokumentasi san penelitian pustaka dan angket untuk mengukur indikator
dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner sebanyak 25
pernyataan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa terdapat 5 faktor utama yang menjadi faktor penyebab maraknya
maisir (perjudian) yang membuat belum maksimalnya implementasi
ganun tentang maisir (perjudian) di Kabupaten Aceh Tengah; faktor
pertama yaitu faktor ekonomi dan sosial diperoleh total skor sebesar 389
(20,57%), pada faktor kedua yaitu faktor situasional diperoleh skor 365
(19,30%), pada faktor ketiga yaitu faktor belajar diperoleh skor 404
(21,36%), pada faktor keempat yaitu faktor persepsi tentang probalitas
kemenangan diperoleh skor 400 (21,15%), dan yang terakhir yaitu faktor
persepsi terhadap ketrampilan memperoleh skor 333 (17,60%). Upaya
untuk mencegah terjadinya maisir (perjudian) di Kabupaten Tengah dapat
dilakukan dua upaya, pertama upaya dari pemerintah di Kabupaten Aceh
tengah khususnya dan upaya dari masyarakat.

6. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Hasri (2022) dengan judul Efektivitas
Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP
(Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan

12 Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh
Tengah. (Medan: UMSU, 2018).



Pengadilan Negeri Medan).*2 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
studi kepustakaan dan metode analisis data deskriptif-komparatif. Pada
penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan
konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan
KUHP? dan bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman
terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan
hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan?.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep dalam Qanun dan
KUHP yaitu dalam Qanun terdapat penjelasan mengenai batasan nilai
taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal
hukuman, dalam Qanun terdapat Pasal tentang pihak yang
mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main
judi, sedangkan dalam KUHP terdapat Pasal tentang hukuman bagi para
pihak yang mengulangi perbuatannya, dalam Qanun selain hukuman
penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk, dan dalam KUHP
perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa. Hukuman
dalam Qanun lebih efektif berlaku dari pada KUHP, indikatornya adalah
jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dari pada di
Mahkamah Syar’iyah, Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan
umum memberikan efek jera yaitu rasa malu sehingga pelaku tidak
mengulangi perbuatannya (residivis) dan dapat mencegah masyarakat
lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

7. Kajian relevan berikutnya vyaitu jurnal yang ditulis oleh Ridha
Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali (2017) dengan judul

Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir

13 Adinda Hasri. Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun
dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan
Negeri Medan). (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2022).



Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.14 Dalam penelitian ini terdapat dua
rumusan masalah yaitu mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan
hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan
efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris _dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS
BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA) dalam wilayah hukum
Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam ganun jinayat dan ganun acara jinayat.
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berlaku efektif
dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada
pelaku yang mengulang tindak pidana (residivis), para pihak puas
terhadap hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap
selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang

pada masa akan datang.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

14 Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali. Efektivitas Penerapan Hukuman
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Hukum:
Syiah Kuala. Vol. 1, Nomor 3, Desember 2017.
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Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan
dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.®
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.
Pendapat Majone dan Wildavsky terkait pengertian implementasi yang telah
dikutip oleh Nurdin Usman didalam bukunya mengatakan implementasi sebagai
evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.*®

Implementasi menurut Schubert seperti yang telah dikutip oleh Nurdin
Usman bermakna suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu
sistem yang dilakukan. Ungkapan mekanisme diatas berarti bahwa implementasi
bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan.'” Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu tujuan yang
direncanakan dengan serius dan dilaksanakan dengan mengacu pada norma-
norma tertentu untuk mencapai keberhasilan dari tujuan tersebut.

Impelementasi Qanun diwujudkan dengan didirikannya berbagai lembaga
yang mendukung Kinerja yang sesuai dengan Syariat Islam. Salah satu contohnya
dengan didirikannya Mahkamah Syari’ah yang bekerja untuk mengatasi dan
mengadili masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran Syariat Islam
di provinsi Aceh khususnya di kota Banda Aceh. Dengan kekuatan hukum yang
dimiliki Mahkamah Syar’iyah dapat membantu dalam penegakan hukum dan

pengenalannya didalam masyarakat.

2. Efektivitas Hukum
Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id
/implementasi diakses pada tanggal 09 November 2022.

6 Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2002) him. 70.

7 1hid.




11

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.*®
Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai
dari suatu tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka
organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum
sebagai kaidah yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku
yang pantas.® Efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan
bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu
biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau
perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi
kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi
tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah
menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau

melakukan tindakan yang terpuji.?°

3. Sanksi
Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses
pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang
akan datang dapat diatasi.?> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi
adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau
menaati undang-undang. Pemberian sanksi adalah pemberikan penderitaan
dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu upaya pendisiplinan.

4. Hukum

18 Ulum. Ihyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. (Malang: UMM Press, 2004) him. 294.

19 Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
di Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). him. 45.

20 1bid, him. 48.

2L Ahmad Ali Budaiwi. Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak.
(Jakarta: Gema Insani, 2002). him. 30.
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Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah
dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu
harus ditaati oleh masyarakat itu.?

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu
sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum
tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules)
yeng memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem,
konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya
memperhatikan satu aturan saja.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno
Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebgai kumpulan peraturan- peraturan
atau kaidah-kaidahdalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang
tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau
kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku
bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya
dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana

cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

5. Jarimah
Dari segi bahasa kata jarimah berasal dari kata “jarama” kemudian
menjadi bentuk masdar “jaramatan‘ yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah
atau kejahatan, Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai
perbuatan itu adalah “mujaram ‘alaihi”. Pengertian jarimah juga sama dengan
peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.

Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran

22 Satjipto Raharjo. llmu Hukum. (Bandung: Citra Adtya Bakti. 2005) him. 38.

2 Jimly Asshidigie, Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. (Jakarta: Sekjen dan
Kepaniteraan MK-RI. 2006) him. 13.

24 Satjipto Raharjo. llmu Hukum. (Bandung: Citra Adtya Bakti. 2005) him. 45.
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mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari’at Islam tidak
membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat
pidananya. %

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata
aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan
anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.?®

Menurut istilah para Fugaha yang dinamakan jarimah adalah larangan-
larangan syara’ yang diancam dengan hukum had atau ta zir.>’ Larangan disini
maksudnya adalah perbuatan terlarang atau perbuatan yang diperintahkan. Syara’
adalah suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman
yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta’zir ialah hukuman atau

pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.?®

6. Maisir

Maisir adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk
permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain sebagainya, yang
tidak memicu pelakunya untuk berbuat kreatif, berpikir dan bekerja keras. Dalam
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan
yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan
antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan
mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara

langsung atau tidak langsung.?®

%5 Marsum. Figih Jinayat (Hukum Pidana Islam). (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UlI.
1991) him. 2.

% Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Bulan Bintang. 1996) him.
1-2.

27 Abdul Qadir Audah. Al Tasyri’ al Jina’iy al Islami. (Beirut: Muasasah al Risalah.
1992) him. 65.

28 1bid.

2% Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, him.4.
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Menurut Hasan Muarif yang dikutip dari At-Tabarsi seorang ahli tafsir
Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya
mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat
membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada
unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.*

Sedangkan definisi maisir menurut Al-Munjid adalah setiap permainan
yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau akan

mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

7. Qanun

Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum
yang berlaku di suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qanun
adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.%?
Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab berarti undang-undang,
kebiasaan atau adat.3® Menurut Prof. Al-Yasa’ Abu Bakar Qanun adalah peraturan
yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi
pemeluknya di Aceh.3

Qanun merupakan Peraturan Daerah yang telah di terapkan di provinsi
Aceh selama belasan tahun salah satunya adalah Qanun Nomor 13 Tahun 2003
tentang Maisir (Perjudian). Dalam Qanun No.13 tahun 2003 tentang larangan
maisir, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan maisir diancam
dengan ‘uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit

% Hasan Muarif Ambary. Suplemen Ensiklopedia Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve. 1996) him. 297.

31 Ibrahim Hosen. Apakah Judi Itu?. (Jakarta: Lembaga Kajian llmiah Institut llmu Al-
Qur’an (IIQ). 1987) him.24.

32 pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka) him. 442

33 Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1989) him.
357.

3 Al-Yasa’Abubakar. Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2004)
him. 61.
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6 kali. Kemudian Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi
Pemerintah yang memberikan fasilitas dan memberi izin kepada orang yang akan
melakukan perbuatan maisir diancam dengan ‘ugubat atau denda paling banyak
Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp.15.000.000 (lima

belas juta rupiah).

8. Jinayat

Menurut Rahmat Hakim dikutip dari kitab At-tasyri Al-jina’i Al-1slamy
karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan arti jinayat menurut bahasa merupakan
nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama
bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai
jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta.®®

Makna kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah. Dari segi
bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan
menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan
gisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas
penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan

sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.*’

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu
memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode
penelitian dari cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang
hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Dalam

penyusunan suatu karya ilmiah metode yang digunakan sangatlah menentukan

35 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, him. 8.

3% Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah). (Bandung: Pustaka Setia. 2000)
him. 12.

37 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004) him. 45
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untuk mencapai tujuan penelitian, karena metode yang digunakan sangatlah
menentukan suatu kualitas karya ilmiah. Metode adalah tata cara pelaksanaan
penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang
diajukan dalam rumusan masalah. 38 Adapun metode yang penulis gunakan dalam

penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang
bersifat deskriptif analisis, adapun penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum, pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagali
apa yang - tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan
berprilaku manusia yang dianggap pantas.

Deskriptif analisis yaitu teori atau konsep yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.
Kemudian peneliti melakukan analisis permasalahan atau kendala yang dihadapi
terkait jarimah maisir dengan efektivitas sanksi hukum dari Qanun Nomor 6 tahun
2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh

2. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian dalam kancah kehidupan sebenarnya yang bertujuan
untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan
interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau
masyarakat.®® Adapun objek penelitian ini ialah pihak yang bersangkutan dengan

efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh.

% Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2008) him. 102.
39 Hadi Sutrisno, Metode Research, (Yogyakarta: UGM, 2002), him. 142.
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Penelitian lapangan ini termasuk dalam metode kualitatif, metode
penelitian kualitatif ini merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisa
data yang mendalam dan melalui pemikiran yang berkaitan dengan teori yang
disajikan juga dapat diteliti secara bertahap setiap kali mendapat data baru. Selain
itu dilakukan juga pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*

3. Sumber Data
Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
bagian, yaitu:

a. Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari
subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data
langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari. Data
primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer
ini yaitu berdasarkan pengamatan secara langsung.* Dalam penelitian
ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan
pihak yang bersangkutan pada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
mengenai efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota
Banda Aceh.

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui pihak
lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
Data sekunder tersebut juga data tersedia. Sumber data sekunder ini

yaitu dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan

40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &
D, (Bandung, Alfabeta CV, 2013), him. 15

41 Lexy J. dan Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2005). him. 93
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dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, keterangan-keterangan,
modul, surat kabar dan literature lainya yang datanya masih relevan
dengan pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber
rujukan.*? Bahan hukum sekunder dalam penyusunan dan penulisan
skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustaka, Al-qur’an, hadits,
dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta

skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data
Sebuah karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di
masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang
diharapkan, maka dilakukan teknik pengumpulan data yang berupa:
a) Wawancara
Wawancara (Interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap
muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara
mengajukan  pertanyaan-pertanyaan yang dirancang  untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian kepada seseorang responden.*® Dalam hal ini penulis juga
menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data
dalam memenuhi data yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu
wawancara tidak struktur yang dilakukan secara bebas, namun tetap
mengacu pada data informasi mengenai topik, judul dan rumusan
masalah dengan pihak Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengenai
efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh.
b) Dokumen

42 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017),
him.137.

43 Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2013) him 32
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Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.
Hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika
didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.** Dokumen
yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini adalah berita
tentang Jarimah Maisir di Kota Banda Aceh dari berbagai media, foto
dokumentasi saat wawancara, undang-undang atau Qanun, catatan
atau rekaman pada proses wawancara berlangsung oleh narasumber
yang telah ditetapkan diatas.
c) Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini validasi data yaitu derajat ketepatan antara data
yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh
peneliti. Dimana ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari
efektivitas sanksi hukum terkait jarimah maisir di Kota Banda Aceh
yang dikaji. Untuk mengkaji efektivitas penerapan Sanksi Hukum,
peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat
mendukung terkait objek yang penulis teliti di Kantor Mahkamah
Syari’ah Aceh dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

5. Teknik Analisis Data
Suatu langkah yang sangat penting setelah data terkumpul adalah analisis
data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh, maka peneliti akan
memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil dari penelitian.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip
oleh Ubhar Suharsaputra, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam

menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:*®

44 Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta, 2017) him. 32
45 Uhar Suharsaputro, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung:
Rafika Aditama, 2012) him. 218-219.
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a) Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses mengolah data dengan memilah dan
memilih menyederhanakan data dengan cara merangkum yang penting-

penting dan sesuai dengan fokus masalah.

b) Penyajian Data
Penyajian data yaitu mensistemasikan data yang telah direduksi sehingga
data yang diperoleh terlihat utuh. Dalam tahapan ini laporan yang sudah
direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat
tergambarkan dan secara keseluruhan dan disitu dapat dilakukan
penggalian data kembali jika dirasa perlu untuk mendalami suatu masalah.
Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan langkah
selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan karena dapat memudahkan upaya
pemaparan dan penegasan kesimpulan.
c) Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data
yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentative),
diragukan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih
grounded (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama
penelitian masih berlangsung. Maka dari itu penulis akan menjelaskan
berbagai persoalan mengenai Efektivitas Sanksi Hukum Terkait Jarimah
Maisir di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat.
6. Pedoman Penulisan
Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku
Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-
Banda Aceh. Sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka

merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian tentang tata urut pembahasan
skripsi dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis. Uraian sistematika dibuat
secara garis besar (out line), dan dijelaskan hubungan logis antarbab. Selain itu,
dijelaskan pula bagaimana keseluruhan bab itu merupakan kesatuan utuh yang
dapat mengantar pada tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan
pada rumusan masalah. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini
terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan,
metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengenai landasan teori yang membahas pengertian, dasar
hukum, unsur-unsur, Bentuk-bentuk dan wuqubat terkait jarimah maisir
berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang Deskripsi Lokasi
Penelitian, efektivitas sanksi Hukum terhadap pelaku jarimah maisir di kota
Banda Aceh dan kendala pada penerapan sanksi Hukum terhadap pelaku jarimah
maisir di kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan
penulisan karya ilmiah yang memuat kesimpulan serta saran dari permasalahan-

permasalahan yang diteliti.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris effective artinya berhasil. Secara
terminologi bahwa efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktu
yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaannya dinilai baik atau tidak tergantung
dengan cara tugas tersebut dapat diselesaikan.*® Efektivitas pada dasarnya
mengacu kesebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas yaitu salah
satu dimensi dari produktivitas pencapaian kerja yang maksimal, yaitu
pencapaian target kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.*’

Menurut Mahmudi efektivitas yaitu hubungan output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam pencapaian tujuan
dapat dilihat seberapa jauh kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai.*®
Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat
tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi
daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilaipencapaian sasaran tersebut,
maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.*°

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa
efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas,
kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut
sudah ditentukan dahulu.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan

46 Sondang Siagian, Organisasi Kepemimpinan (Jakarta: CV Masagung, 2002), him. 149

47 E.Mulayasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi
(Bandung: PT.Remaja Resda Karya, 2004), him. 82

48 Mahmudi, Manajamen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: JKPN, 2005), him. 92

49 Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2000), him. 29

22
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tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang
dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan
pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan
jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun,
jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu
dikatakan tidak efektif.5°

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum
memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan
kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan
yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum
juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang
maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat
berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang
tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi
hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif.

Demi terwujudnya efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk
menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang
yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud bisa berarti aparat penegak hukum yang
berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan

di masyarakat demi terciptanya efektivitas hukum.%!

% Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten
Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), him.
4.

51 Damang, 2011, Efektivitas Hukum (online).
http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html, diakses 4 November 2023.
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Sanksi merupakan pendukung dari hukum yang mempunyai ciri-ciri
sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek
terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi
seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui
atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum tentunya
tidak terlepas dari mengupayakan efektivitas hukum itu sendiri, demi tercapainya
segala tujuan yang di harapkan. Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi
selayaknya dalam masyarakat bisa diidentifikasi dan juga bisa dilihat tanda-
tandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek,
menuai kritik dalam masyarakat, sering dan cepat berubah, kabur atau multi tafsir,
tidak adanya publikasi ke masyarakat.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan
bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian,
sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau
tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.5?

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto antara lain sebagai berikut:53

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan

bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara

52 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana,
2009) him. 375.

53 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), 110.
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penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,
melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang
dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement
itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan,

dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana
untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup, dan sebagainya.
4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit
penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan
melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu
sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-
perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai

sarana pengatur perilaku masyarakat.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak
langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk

memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih
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dahulu dinamakan social engineering atau social planning.>* Agar hukum benar-
benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar
luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi
tertentu dalam masyarakat merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta
pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal

yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku
hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada
tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.
Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat
penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang
dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak

hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.%®

B. Dasar Hukum Larangan Maisir dalam Islam

Dalam karangan Muarif Hasan Ambary, Hasbi ash-Shiddieqy
mengartikan Maisir dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-
menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang
disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid
Ridha menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan
tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah
Imamiah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya
mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat
membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada

unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.%®

54 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
1982), him. 115.

55 Ibid. him.115-116.

% Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), him. 297.
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Sedangkan dalam tulisan lbrahim Hosen menyatakan menurut Imam
Syafi’i didalam kitabnya Al-Igna’ juz 11 hal 286, apabila kedua orang yang
berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama
(artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam
kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan
muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu
sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi
penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan agad,
dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.®’

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas
maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan
yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang
membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan
mudah tanpa bekerja keras.

Di dalam agama Islam, maisir merupakan perbuatan yang dilarang oleh
Allah SWT. dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa besar. Sebagaimana
firman Allah SWT. dalam surah Al-Bagarah ayat 219:

0 LoE < S0 & S T I ST S U
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Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar
dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya. ”Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Al-
Bagarah: 219).

Dan surah Al-Maidah ayat 90-91:

57 Ibrahim Hosen, Apakah Judi 1tu?...., him. 28
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Terdapat penafsiran dari para ahli tafsir terhadap isi surat al-maidah ayat

90-91, antara lain sebagaimana terlampir:%®

1

2)

Sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalui memperindah
perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah
kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian,
disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan ia hendak
memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat dengan hilangnya
akal sehat saat meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam
permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.

Sesungguhnya tujuan setan menganjurkan minuman keras dan perjudian
lalah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian dalam hati antar
sesama dan memalingkan orang dari zikir maupun salat. Apakah kalian
wahai orang-orang mukmin sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan
dosa tersebut? Tidak ada keraguan bahwa hal itulah yang lebih pantas bagi

kalian. Maka berhentilah dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut.

%8 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah singkat tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya:

PT Bina limu, 1986), him. 170
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Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya
ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai
berikut: ”Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu
(karena waktu itu belum ada kertas)”. Perjudian membawa dampak negatif dan
bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara
lain yaitu:5°

1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.

2) Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.

3) Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia
terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena
mengharapkan harta yang diragukan tibanya.

4) Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber
kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.

5) Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula

berbagai tindak kriminal lainnya.

C. Unsur-Unsur dan Bentuk-bentuk Jarimah Maisir
Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran

harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini
ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik
jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur
khusus. Unsur umum tersebut adalah:®°

1) Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formiil).

2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan

nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil).

59 E.Syibili Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
him. 263.

0 Abul A’la Almaududi, “Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi
Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, him. 34
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3) Adanya pelaku atau mukallaf (unsur moril).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah
memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang
merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah
perjudian, ialah:®!

1) Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih
yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang
cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan
tertentu.

2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang
berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para
petaruh.

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak
bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang
menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Contoh lain:
dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar
kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi,
sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan/keterampilan/kepandaian.®?

Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton,
sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan
keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil
lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut:

1) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor

nonpemerintah untuk para pemenang.

81 Masjfuk Zuhdi, Masa il Fighiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: PT Gunung
Agung, 1996), him. 148
82 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)....., him. 150.
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2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang
berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawannya itu.53

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi, dan sebagainya, dengan

syarat uang/hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba)
atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan
sebagainya itu adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai keterampilan dan
keberanian menunggang kuda yang sangat diperlukan untuk peperangan dahulu.
Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila
uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang
kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka

lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Islam melarang perbuatan maisir karena bahayanya tidak kalah dengan
perbuatan khamar, oleh karena itu di dalam al-Qur’an bahwa larangan kedua jenis
perbuatan ini selalu serangkai. Sebelum Islam datang, budaya khamar dan maisir
dalam masyarakat arab sudah mendarah daging. Dalam hal ini, Imam al-Qurthubi,
dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir yaitu:

1) Al-Mukhtharah, yaitu taruhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki
atau lebih dengan menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, yang
kemudian bagi pihak yang menang maka berhak atas harta dan istri dari
pihak yang kalah, dan bagi pihak yang kalah juga harus merelakannya.
Tidak hanya itu, pihak yang menang juga bebas melakukan apa saja
taruhan yang telah didapatkannya yaitu harta dan istri lawannya.

2) Al-Tajzi’ah, yaitu bentuk taruhan yang dilakukan oleh sebanyak sepuluh
orang dengan menggunakan sepuluh kartu. Yang akan menjadi taruhan di
sini ialah daging unta yang kemudian dipotong-potong menjadi 28 bagian.

Kemudian, masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu,

83 Ibid.
64 Ibid, him.151
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misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu
dikosongkan. Ke-10 kartu tersebut akan dikocok oleh seseorang yang
kemudian setiap satu orang mendapatkan satu kartu, bagi pihak yang
mendapatkan kartu kosong, maka selain tidak mendapatkan apa-apa, juga

harus membayar seluruh harga daging unta yang telah dipertaruhkan.%®

D. Ketentuan Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor
6 Tahun 2014

Keinginan penerapan syariat Islam sebagaimana disebutkan di atas prinsip
umumnya karena mengikuti kehendak masyarakat Aceh di mana telah diketahui
sejak masa lalu. Aceh telah menerapkan syariat Islam, bahkan antara hukum dan
adat kebiasaan masyarakat dipandang telah menyatu. Hal ini sebagaimana dalam
salah satu adagium yang familiar menyebutkan “Hukom ngoen adat lagee zat
ngon sifeut”.%¢ Artinya, hukum Islam dan adat kebiasaan masyarakat di Aceh
seumpama suatu zat dengan sifatnya, yaitu tidak bisa dapat dipisahkan satu
dengan lainnya. Syahrizal Abbas menegaskan, adagium tersebut bermakna bahwa
adat dan syariat memiliki hubungan yang sangat erat, dan sulit dipisahkan antara
satu dengan yang lainnya. Hal ini berlaku antara hukum Islam yang telah
terlakana dengan cukup lama di tengah masyarakat Aceh akan sangat sulit
dipisahkan dengan pola serta cara berperilaku masyarakat Aceh.®’

Salah satu di antara beberapa peraturan yang khusus sebagai representasi
di dalam penerapan syariat Islam adalah dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam ganun ini, ditegaskan sepuluh jenis
dan kriteria tindak pidana. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa ganun ini mengatur

tentang pelaku jarimah dan ‘ugubah (hukuman). Pada ayat (2) menyatakan

8 Al-Yasa’ Abu Bakar Dan Mahar Halim, Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), him. 76-77.

% Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 23.

67 Syahrizal Abbas, Antologi Pemikiran Hukum Syariah Islam Aceh, (Banda Aceh:
Naskah Aceh Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2018), him. 134.
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jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Khamar, Maisir, Khalwat,
Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahagah.

Tindak pidana perjudian atau jarimah maisir secara khusus sudah diatur di
dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tepatnya dalam
Pasal 1 butir 22, disebutkan kriteria dan batasan perjudian (maisir), yaitu: “Maisir
adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-
untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan
bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak
yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Pasal 1 butir 22 di atas dapat diidentifikasi ke dalam empat bagian:

1) Perbuatan. Perjudian atau maisir hanya berlaku dalam bentuk perbuatan.

2) Taruhan. Perbuatan dapat dikatakan maisir ketika di dalamnya ada
taruhan.

3) Dilakukan lebih dari satu orang. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan maisir
sekiranya dilakukan hanya satu orang.

4) Kesepakatan, kesepakatan yang dimaksud adalah bagi yang menang dapat
bayaran dari yang kalah.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menempatkan posisi
maisir ini bagian dari jarimah yang dihukum dengan ta’zir. Hal ini tampak
mengikuti konstruksi hukum para ulama awal. Perjudian meskipun ada larangan
dan pengharamannya dalam Al-Qur’an dan Hadis, tetapi belum ada ketentuan
batas dan jenis hukumannya. Karena itu, pemerintah memiliki wewenang dalam
upaya menentukan apa dan bagaimana cara penghukuman pada pelaku. Untuk
konteks Aceh, pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif
membuat aturan di mana pelaku perjudian dihukum dengan taz’ir, jenis
hukumannya adalah sanksi cambuk. Kriteria penghukuman pelaku perjudian ini
dapat dipahami dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 18:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai
taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,
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diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali
atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai
taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam
dengan ‘uqgubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau
denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling
lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling
banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450
(empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama
45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-
anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat
puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh)
gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22:

Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘uqubat ta zir paling
banyak 1/2 (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan.

Pasal-pasal di atas secara tegas mengatur jenis perbuatan judi, sanksi
hukum yang diancamkan kepada pelaku, dan kriteria jenis taruhan yang menjadi
objek di dalam praktik judi. Peraturan hukum maisir di Aceh sebelum adanya
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah memiliki ganun tersendiri, yaitu Qanun
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). Hal ini menunjukkan bahwa
pengaturan tindak pidana perjudian di Aceh dipandang penting, karena itu di

tahun 2003 sudah dibentuk aturan tersendiri mengenai tindak pidana perjudian,
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disamping jarimah lainnya seperti khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003),

minuman khamar (dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003).68

% Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan
Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 392.
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BAB TIGA
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1) Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Peraturan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan syariat islam di
Aceh mulai dari Perda Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja majelis permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh hingga
sejumlah instruksi gubernur pendukung pelaksanaan syariat islam di Provinsi
Aceh. Dari dasar hukum diatas, maka terbentuknya lembaga bernama Wilayatul
Hisbah yang merupakan Lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di
Provinsi Aceh. PERDA Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at
Islam menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Lembaga yang
berwenang yaitu Wilayatul Hisbah. Hal tersebut semakin diperkuat dengan
keputusan gubernur nomor 1 tahun 2004 juga telah menyebutkan struktur
organisasi, fungsi, serta wewenang Wilayatul Hisbah.

Pada tahun 2006, sejak disahkan UU tentang pemerintahan Aceh,
Wilayatul Hisbah (WH) digabungkan dalam struktur organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas
pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja,
dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah.

Sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pol PP dan wilayatul hisbah
seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan menyatu. Hal ini juga dapat
dilihat pada Qanun nomor 5 tahun 2007 pasal 203 yang mengatur tugas, pokok,
serta wewenang. Keberadaan wilayatul hisbah atau istilah lainnya adalah polisi

syariat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Aceh dalam terwujudnya
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kehidupan bernuansa islami dan memiliki hukum syariat yang kuat. Untuk
mengakomodasi regulasi dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam menerapkan
syariat Islam. Maka diperlukan aturan-aturan yang akan menjadi dasar
pelaksanaan tugas dan sebagai payung hukum. Oleh karena itu, dibentuklah
Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan
Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 tentang pembentukan organisasi
dan tata kerja dinas penertiban daerah kotamadya daerah tingkat 11 Banda Aceh
dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi
kepala dinas pada saat itu adalah Letkol. Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 tahun 2002.

Di Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh mengamanatkan pembentukan
Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka
terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh pada tanggal30
Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.

2) Visi dan Misi Satpol PP dan WH
Visi
Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah
Misi

a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat agidah,
syariat dan akhlak

b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan
olahraga

c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan

masyarakat
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d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
e) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3) Tupoksi
a) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:
1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya
Aparatur;
Bidang Penegakan Syariat Islam;
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Bidang Perlindungan Masyarakat;
Kepala Subbagian;

ORI O R O

Kepala Seksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
b) Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;dan
3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya
Aparatur, membawahkan:
1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS;dan
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
1. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam;dan

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
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Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Operasional dan Pengendalian;dan
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Satuan Linmas;dan

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

4) Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam,

Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar

lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan

kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

a)

b)

f)

penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat;

pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan
Walikota;

pelaksanaan kebijakan - penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat
Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
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pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a)

b)

d)

f)

9)
h)

melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang
Syariat Islam;

menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
mengganggu Kketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan
pelanggaran Syariat Islam;

fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan
SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan di bidang Syariat Islam;

melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-
undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat
Islam;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
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J) menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran

ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau

keluarganya; dan

k) melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara

bertanggungjawab.

5) Tugas dan Fungsi Bidang:

a)

b)

Kepala Satuan;

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di Bidang
Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi

kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Sekretariat;

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi,
Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan,
Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum,
penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya
Aparatur;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban

Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga



42

dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya

Aparatur.

d) Bidang Penegakan Syariat Islam;
Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga

dibidang Penegakan Syariat Islam.

e) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga

dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan
Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban
Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga

dibidang Perlindungan Masyarkat

B. Analisis Sanksi Hukum Terhadap Kasus Jarimah Maisir Di Kota Banda
Aceh
Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kebijakan yang
dianggap solusi pemberian hak-hak istimewa bagi Aceh setelah diberlakukannya
Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang ini melengkapi Undang-

undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh
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Darussalam, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh
sebagaimana disebut sebelumnya. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut,
otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai Qanun sebagai aturan derifatifnya.
Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan
anggota masyarakat Khususnya kota Banda Aceh tentang aturan-aturan yang ada
yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang
harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Perilaku berjudi atau jarimah maisir telah menjadi sebuah kebiasaan di
dalam masyarakat Aceh. Namun karena hukum yang berlaku di Aceh tidak
mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Jarimah maisir dalam masyarakat kota Banda Aceh dapat
dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudianpun beraneka
ragam.

Jarimah maisir merupakan salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun
Jinayah, jarimah maisir ini sangatlah dilarang karena telah jelas bahwasanya pada
perbuatan maisir itu terdapat dosa yang besar dan juga mudharat yang lebih besar
dari pada manfaatnya. Syibili Syarjaya dalam bukunya menerangkan bahwa
perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap
pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:%°

1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.

2) Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.

3) Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia
terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena
mengharapkan harta yang diragukan tibanya.

4) Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber

kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.

89 E.Syibili Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
him. 263.



44

5) Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula
berbagai tindak kriminal lainnya.
Oleh karena itu, dalam agama Islam maisir merupakan perbuatan yang
dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-
Maidah ayat 90-91:

~
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

i\

‘Bo

Hukum terhadap perbuatan jarimah maisir ini juga sudah diterapkan
dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, maka sudah
seharusnya masyarakat mematuhi hukum vyang telah ditetapkan oleh
pemerintahan Aceh. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan
mengenai hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut yaitu pasal 18-19.

Pasal 18 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Maisir
dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas
murni, diancam dengan Sanksi 7a zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali
atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara
paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Dan Pasal 19 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas
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murni, diancam dengan ‘Sanksi Ta zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali
atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling
lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Namun meskipun jarimah maisir telah diancam dengan hukuman yang
sangat berat, akan tetapi dalam praktik perbuatannya itu masih saja terjadi di
wilayah hukum Kota Banda Aceh. Menurut data awal yang penulis terima dari
Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, setidaknya ada
beberapa perkara maisir yang masuk dan telah ditangani sejak tahun 2019, 2020,
2021, 2023.

Pada tahun 2019 ada 2 perkara maisir dan tahun 2020 terdapat 6 perkara
maisir. Maka dari jumlah kasus tersebut terdapat kejelasan bahwa tidak efektifnya
sanksi hukum yang diberikan karena meningkatnya kasus maisir di wilayah
hukum Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
kesadaran diri terhadap hukum, rendahnya sanksi hukum yang diberikan,
lemahnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat setempat, dan masih
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kurangnya
pantauan orang tua, serta masih tersedianya tempat-tempat yang mendorong
untuk melakukan praktik maisir tersebut. Seperti warung kopi, warnet, rumah
kontrakan, rumah kost yang hanya ditinggal oleh mahasiswa/mahasiswi tanpa ada
penjaga kost.

Dengan demikian, akibat kekurangan ekonomi, kekosongan waktu, tidak
adanya pekerjaan yang tetap, serta lemahnya keimanan seseorang, maka kasus
jarimah maisir ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga tidak mudah
dengan maksimal untuk diminimalisirkan bahkan untuk dimusnahkan. Oleh
karena itu, kasus maisir yang dihitung dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini
dapat dikatakan belum tercapai tingkat keefektifannya.

Sedangkan dari tahun 2021 tercatat 11 perkara maisir dan pada tahun 2023

terdapat 11 perkara maisir yang masuk dan telah ditangani, berdasarkan jumlah
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kasus masih belum ada penurunan yang baik terkait kasus maisir di wilayah
hukum Kota Banda Aceh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanksi hukum
yang diberikan masih belum cukup efektif terkait kasus maisir tersebut. Karena
pencapaian dari efektifnya sanksi hukum itu adalah semakin minimnya kasus
yang diterima dan diadili dari jumlah data kasus pada tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerapan ganun di kota Banda
Aceh belum benar-benar efektif, hal ini dapat dilihat dari data di atas yang
mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Masih banyak masyarakat yang
melakukan maisir baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-
terangan seakan-akan tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan tindakan
maisir."°

Adapun Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Wilayatul Hisbah di kota
Banda Aceh dalam penegakan syari’at Islam khususnya tentang jarimah maisir
menurut ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam, mengatakan bahwa
sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, Wilayatul Hisbah memiliki
peranan yang luas dalam pelaksanaan Syariat Islam, tidak hanya dalam fungsi
pengawasan, tetapi juga sosialisasi dan pembinaan Khususnya tentang jarimah
maisir. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas mengawasi dan
mengingatkan masyarakat, tetapi kami juga bertugas memperkenalkan syariat
Islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Wilayatul
Hisbah dalam penegakan syari’at Islam sudah melakukan perannya seperti
bertangung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan, pengawasan
dan pencegahan tindak kriminal khususnya tentang jarimah maisir.

Perbuatan jarimah maisir apabila orang tersebut mengerti tentang syari’at

Islam pasti ia tidak melakukannya, tanpa terlepas adanya ganun dan hukum

0 Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh
Tengah. (Medan: UMSU, 2018), him. 4.
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negara. Menurut ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam, yang
menyebabkan pelaku jarimah maisir terus menerus melakukannya karena
beberapa faktor baik dari faktor hobi dirinya sendiri maupun faktor lingkungan
pergaulan dengan teman-temannya yang mana sudah menjadi kebiasaan. Jika ia
berhasil memenangkan pertaruhan itu ia menganggap uang tersebut sebagali
penghasilan.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang
menyebabkan pelaku melakukan jarimah maisir:
1) Karena faktor hobi
Hobi yang dimaksud disini 1alah dimana masyarakat Aceh sangat gemar
untuk melakukan jarimah maisir, selain itu mereka juga suka untuk
mempertaruhkan sesutu dalam melakukan maisir tersebut.
2) Karena faktor ekonomi
Tentunya dalam melakukan maisir jenis apapun, ekonomi tetap menjadi
salah satu alasan penyebab perbuatan judi. Dilandasi karena butuhnya
uang dan masih ada rasa belum cukup terhadap harta yang dimiliki
membuat maisir pun mereka jadikan sebagai salah satu tambahan
penghasilan.
3) Karena faktor lingkungan masyarakat
Pergaulan dilingkungan -masyarakat juga mempengaruhi orang untuk
melakukan maisir, bahkan mereka mempunyai kelompok-kelompoknya
tersendiri yang memang menjadi media untuk mereka berkumpul dan
melakukan maisir tersebut.
Pelanggar jarimah maisir yang melakukan perbuatannya di tempat
tersembunyi maupun tempat umum bahkan mereka sebagian punya orang khusus

yang mengawasi setiap gerak dari petugas. Sehingga pengawasan terhadap

"I Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh
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perbuatan dari jarimah maisir masih cukup sulit, ibu Roslina sebagai Kabid
penegakan syariat Islam mengatakan bahwa: Pihak Wilayatul Hisbah sering
melakukan razia-razia, seperti datang ke kafe-kafe dan juga ke warung-warung
yang ramai maupun sepi.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Wilayatul
Hisbah sering melakukan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan untuk
berjudi dan hal ini disebabkan karena ada laporan dari masyarakat juga.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan
yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.
Para pelaku jarimah maisir harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai
dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan
untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah
perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota
masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang.
Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat
dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan
konsep tujuan Syari’at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan
sekaligus menegakan keadilan.”™

Khususnya daerah Aceh dalam menjalankan ajaran islam, salah satunya
terhadap jarimah maisir mengenai sanksi hukum terhadap pelaku maisir tentu
hukumannya itu harus tetap bersandar kepada syari’at Islam dimana yang berlaku
di daerah kita ini adalah Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

terdapat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Adapun dalam Qanun ini penulis

2 Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh

3 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004),
him. 52
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melihat bentuk sanksi kepada pelaku Jarimah maisir diklasifikasikan menjadi 5

macam, yaitu: "

1)

2)

3)

Diancam dengan sanksi Ta ’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali
atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Ancaman Sanksi ini diatur
didalam Pasal 18 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan
Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2
(dua) gram emas murni. Terkait penentuan nilai harga emas, maka pada
saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan dalam berkas
perkara nilai harga emas dihitung dengan rupiah pada saat proses
penyidikan. Nilai harga emas berdasarkan nilai rupiah tersebut ditaksir
oleh Pegadaian setempat yang kemudian dilampirkan penyidik didalam
berkas perkara. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Jarimah maisir
akan melihat apakah barang bukti yang telah disita tersebut nilainya setara
dengan 2 (dua) gram emas atau lebih, dan ini akan berpengaruh dengan
sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada proses persidangan.
Diancam dengan Sanksi 7« zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali
atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara
paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam
Pasal 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini
mengatur bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah
Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram
emas murni.

Diancam dengan Sanksi Ta zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh
lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh)

gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima)

4 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
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bulan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 20 Qanun nomor 6 tahun
2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang
dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau
membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
Pasal 19. Pada pasal ini terkait penjatuhan sanksi jarimah maisir tidak
ditujukan kepada pelaku Jarimah maisir secara langsung, namun ditujukan
kepada orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir tersebut, sehingga pelaku
yang terlibat tidak secara langsung juga dapat dijatuhkan sanksi yang lebih
tinggi sanksinya dari pelaku maisir itu sendiri.

Diancam dengan Sanksi Ta zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh
lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram
emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan
Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 21 Qanun nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang
dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak. Menurut
penulis, Qanun nomor 6 tahun 2014 juga telah berorientasi terhadap
perlindungan anak, dimana pelaku yang melibatkan anak-anak dalam
Jarimah maisir juga dapat dikenakan ‘sanksi yang jumlahnya sama dengan
pelaku menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai
Jarimah maisir.

Dikenakan Sanksi Ta zir paling banyak 1/2 (setengah) dari Sanksi yang
diancamkan. Ancaman Sanksi ini diatur didalam Pasal 22 Qanun nomor 6
tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang
yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dan Pasal 19. Qanun ini juga mengatur bagaimana memang

siapapun yang terlibat Jarimah maisir baik langsung maupun tidak
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langsung akan dijatuhkan sanksi. Pada Pasal 22 ini siapapun yang
melakukan Jarimah percobaan akan tetap dijatuhkan sanksi, sehingga
masyarakat yang berada dalam lokasi tempat perjudian dapat dianggap
akan melakukan percobaan berbuat maisir, dan ancaman hukumannya
adalah setengah dari sanksi yang diancamkan menurut Pasal 18 dan 19

Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Penerapan sanksi kepada pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh
mendapatkan vonis hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidananya oleh
Mahkamah Syar’iah Banda Aceh sejak dari tahun 2019, 2020, 2021, 2023.
Tindakan ini telah memberi sedikit kesadaran dan efek jera bagi sebagian
masyarakat Aceh untuk tidak melakukan kejahatan dan tindak pidana. Hal ini juga
dikarenakan adanya antusias dari masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan
proses eksekusi hukuman cambuk. Akan tetapi tidak dengan pelaku jarimah
maisir itu sendiri, karena berdasarkan data yang penulis terima dari Mahkamah
Syar’iyah terdapat 30 kasus maisir yang telah diadili dari tahun 2019 sampai tahun
2023 yang mana dalam setiap tahunnya kasus maisir ini semakin meningkat.

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus maisir dengan jenis judi batu dan
keduanya dijerat dengan hukuman cambuk. Pada tahun 2020 terdapat 6 perkara
maisir dengan jenis berbeda seperti sabung ayam, judi online, judi kartu, togel,
dan terdapat pula orang yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas
perbuatan maisir tersebut. Semua pelaku jarimah maisir pada tahun 2020 ini telah
diadili dan dijatuhkan hukuman dengan hukuman cambuk oleh majelis hakim
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh.

Adapun pada tahun 2021 telah masuk dan diadili sebanyak 11 kasus maisir
oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Jenis jarimah maisir dalam tahun
2021 ini sangat jauh berbeda dan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2021

tercatat 4 perkara maisir dengan jenis judi online dan 7 perkara maisir yang
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ditindak sebagai pelaku sekaligus penyelenggaraan jarimah maisir itu sendiri.
Dari 11 kasus yang telah diadili tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan
hukuman cambuk bagi semua pelaku jarimah maisir pada tahun 2021 ini.

Begitu pula pada tahun 2023, tercatat sebanyak 11 kasus maisir yang
masuk dan sudah diadili. Diantaranya kasus maisir dengan jenis judi online, togel,
dan pelaku penyelenggaan atau yang menyediakan fasilitas untuk berbuat maisir.
Dalam 11 kasus maisir pada tahun 2023 ini terdapat pula pelaku residivis dengan
jenis maisir judi online dan pelaku penyediaan fasilitas maisir (Agen Chip Higgs
Domino).

Penerapan syariat Islam, khususnya dalam penjatuhan hukuman terhadap
pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh dinilai sudah berjalan dengan baik,
hanya saja didalam pelaksanaannya masih harus dibenahi dan diperbaiki lagi agar
kepercayaan masyarakat terhadap syariat Islam dapat tumbuh terutama yang
berkaitan dengan hukum jinayat, karena hal ini sangat sensitif bagi masyarakat
Aceh. Adapun hukum jinayat yang selama ini dijadikan pedoman dalam
penerapannya, walaupun sudah baik, tapi masih perlu di revisi dan
disempurnakan agar materi yang terkandung didalamnya tidak hanya terbatas
pada hal-hal yang telah diatur saat ini saja, akan tetapi mencakup dan mengatur
hal-hal yang lebih kompleks lagi dimasa yang akan datang. Karena, salah satu
tujuan dari pembentukan Mahkamah Syar’iah yaitu untuk menerapkan hukum
jinayat agar kehidupan masyarakat Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat
Islam dalam mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Terkait pelaksanaan sanksi cambuk yang diberikan, Kabid penegakan
syariat Islam di Wilayatul Hisbah mengatakan penjatuhan sanksi terhadap jarimah
maisir di kota Banda Aceh memang sudah cukup baik, akan tetapi untuk
meningkatkan efektifitas dari sanksi tersebut diharapkan jangan hanya sering

menggunakan sanksi cambuk, apalagi untuk pelaku yang sudah sering kedapatan
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mengulangi perbuatan jarimah maisir. Sanksi lainnya seperti membayar denda
atau penjara dinilai cukup memberikan efek jera yang lebih tinggi.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan sanksi terhadap jarimah maisir di kota Banda Aceh sudah berjalan
dengan cukup baik, walaupun masih dibutuhkan beberapa kebijakan yang lebih
tegas untuk mengatasi berbagai bentuk jarimah maisir di kota Banda Aceh. Pihak
Wilayatul Hisbah di kota Banda Aceh juga berharap atas kesadaran dan kepatuhan
akan hukum yang berlaku untuk lebih di perhatikan oleh para pelaku maisir.
Sehingga masyarakat tidak akan terjerumus kepada perbuatan maisir, dan
masyarakat lebih sadar bahwa mudharat dari maisir itu lebih besar dari pada
manfaatnya.

Memenuhi hobi dan kebutuhan berlimpah dengan cara instan cenderung
akan membawa ke jalan pintas yang akibatnya akan merugikan diri sendiri,
keluarga dan meresahkan masyarakat. Sehingga bersyukur, berusaha yang halal

dan mempertebal keimanan adalah kuncinya untuk terhindar dari maisir.

C. Hambatan Terkait Penerapan Sanksi Hukum Kepada Pelaku Jarimah
Maisir Di Kota Banda Aceh

Dalam pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di

Kota Banda Aceh lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai

persepsi yang kurang baik. Citra Wilayatul Hisbah sebagal aparat penegakan

syariat islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal sebagai aparat

penegakan syariat Islam Wilayatul Hisbah mampu bekerja sesuai yang

diharapkan dan penegakan syariat islam dapat terus di tingkatkan.

S Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh
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Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di
Povinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh dalam memberantas maksiat dan
menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat
Islam secara kaffah, namun Wilayatul Hisbah masih menemui berbagai hambatan
dalam pelaksanaannya.

Terkait hambatan pelaksanaan sanksi diberikan, akibat minimnya personil
Wilayatul Hisbah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul
Hisbah di Kota Banda Aceh karena dalam proses penegakan syari’at Islam
personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi
Wilayatul Hisbah, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan
Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan jarimah maisir. 76

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan permasalahan pada
penerapan hukum jarimah maisir di kota Banda Aceh bukan hanya semata-mata
terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari
penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar
yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan
integritas dan dedikasi yang baik. Jarimah maisir di kota Banda Aceh telah
mendekati keefektifan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui
ada beberapa hambatan dalam penghukuman bagi Jarimah maisir di kota Banda
Aceh sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum
a) Belum adanya sumber daya manusia dari WH yang
berkapasitas/kompeten sebagai PPNS, sehingga belum dapat mandiri

dalam melakukan penegakan hukum.

6 Wawancara dengan ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh
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b) Terkadang tidak ada upaya pengejaran atau tidakan lebih lanjut oleh
Penyidik dalam hal daftar pencarian orang (DPO) jika tersangka
melarikan diri.

2) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting,
hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum
masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup
unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku
hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi
hukum. Namun sampai saat ini masih kurangnya kesadaran hukum dari
masyarakat untuk tidak melakukan maisir. Hal demikian dapat dilihat dari
pelaku maisir yang masih ada setiap tahunnya terdiri dari pria dan wanita
serta segala usia dewasa, remaja dan anak-anak.

Kendala yang dirasakan terkait penerapan hukum sudah semestinya ada,
sehingga dibutuhkan peningkatan Kkinerja oleh aparat hukum dengan evaluasi
yang di lakukan. Bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat Islam di
Wilayatul Hisbah menyatakan bahwa pihak Wilayatul Hisbah rutin mengadakan
evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggota untuk memberikan kontribusi,
berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta
perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk meningkatkan
kinerja dalam bertugas. Lalu setelah mendapatkan informasi, kepala bersama
anggota lainnya memberikan solusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam
masyarakat. Selanjutnya akan di evaluasi serta di tindak lanjuti oleh kepala satuan
Wilayatul Hishah bersama anggota lainnya. 7/

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Wilayatul

Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggotanya

7 Wawancara dengan bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat Islam di
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
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untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai
informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Sanksi jarimah maisir di kota Banda Aceh adalah akibat hukum terhadap
pelanggaran ketentuan pidana yang akan dilaksanakan sesudah terdapat putusan
Hakim terkait kasus tersebut. Adapun tindakan yang bisa diberikan kepada para
pelanggar syaria’at Islam di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah pada tahap
pertama adalah sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-
undangan syaria’at. Tahap kedua, pembinaan terhadap pelaku pelanggaran
dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan
kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui rapat adat gampong. Tahap
ketiga, menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku
bukan warga di tempat pelanggaran, namun apabila si pelaku warga di tempat
pelanggaran pembinaan harus dilakukan oleh muhtasib tapi si pelaku mengulangi
pelanggaran kembali maka muhtasib melaporkan kepada penyidik.

Tentunya upaya-upaya yang dapat dilakukan tersebut diharapkan dapat
mengurangi jarimah maisir di kota Banda Aceh, sehingga masyarakat dapat hidup
tenang dan tentram. Karena jauh dari perbuatan yang di larang oleh Allah SWT.
dan dengan begitu keberkahan akan senantiasa tercurah kepada seluruh
masayarakat.

Jadi jarimah maisir ini merupakan perbuatan yang pasti merugikan diri
sendiri, keluarga dan juga lingkungan disekitarnya, dengan kata lain dapat
menghambat tujuan hidup berbangsa dan bernegara yaitu terciptanya rasa
keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Dan sanksi hukum yang
berlaku tentu sudah cukup tepat karena sesuai dengan hukum pidana Islam juga
dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku maisir adalah ‘Uqubat Ta zir atau
tindak kejahatan yang hukumannya dikembalikan kepada penguasa setempat.
Serta dengan sanksi hukum berbasis Qanun yang tentunya dapat menjadi

hukuman lanjutan terhadap para pelaku jarimah maisir di kota Banda Aceh.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda
Aceh dinilai sudah-memberikan sedikit efek jera dan kesadaran hukum
bagi pelaku dan masyarakat Aceh. Akan tetapi masih membutuhkan
peningkatan dari sanksi tersebut terlebih untuk pelaku residivis dalam
kasus maisir ini. Dalam meningkatkan efektivitas dari sanksi tersebut,
majelis hakim diharapkan tidak hanya berpegangan pada penggunaan
sanksi cambuk, agar tingkat efektivitas hukum dapat tercapai dengan
adanya efek jera bagi pelaku khususnya pelaku residivis. Sehingga
penerapannya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar kepercayaan
masyarakat terhadap penerapan hukum Islam dapat lebih meningkat
dengan tujuan menerapkan hukum jinayat dikehidupan masyarakat Aceh
berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam mewujudkan
keadilan dalam segala aspek kehidupan.

2. Kendala Pada Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Maisir
Di Kota Banda Aceh karena minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi
salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda
Aceh dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan
Syariat Islam mengakibatkan mudah pelaku melakukan Jarimah maisir.
Serta Citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegak hukum Islam masih
dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal sebagai aparat penegak
hukum Islam Wilayatul Hisbah mampu berjalan sesuai harapan dan
penegakan hukum Islam dapat terus ditingkatkan. Dalam penerapan

sanksi hukum terhadap pelaku jarimah maisir di Kota Banda Aceh,
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lembaga Wilayatul Hisbah masih menghadapi berbagai persepsi yang
kurang baik.

. Saran

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka
perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari
pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran
hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi
dan memberantas semua bentuk perjudian.

. Sebaiknya penyelesaian perkara jarimah maisir yang dilakukan oleh
Mahkamah Syari’ah perlu diperhatikan lagi tentang beberapa tahap/aspek
penerapan hukuman agar menjadi hukum yang tepat dan berkeadilan.

. Sebaiknya Qanun Nomor 13 Tahun 2003 lebih mengatur tentang jenis-
jenis maisir yang lebih jelas agar masyarakat lebih mengetahui permainan
yang seperti apa saja yang dibisa dikategorikan sebagi tindak maisir.

58



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah. 4/ Tasyri’ al Jina’iy al Islami. Beirut: Muasasah al Risalah.
1992

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009

Adinda Hasri. Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara
Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah
Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan). Banda Aceh, UIN
Ar-Raniry. 2022

Ahmad Ali Budaiwi. Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan
Anak. Jakarta: Gema Insani, 2002

Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1996

Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan asas hukum pidana islam. Jakarta: Sinar
Grafika. 2004

Al-Yasa’Abubakar. Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
Provinsi NAD, 2004

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers, 2013

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 2008

Anas, Taufik. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
dan Praktik Perjudian di Arena Pacuan Kuda (Studi Kasus Pada
Kabupaten Aceh Tengah). Banda Aceh, UIN Ar-Raniry. 2019

Azharuddin. Tindak Pidana Judi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan
Hukum Pidana Islam. Vol. 1V. No. 01 Januari-Juni 2019M/1440H.

59



60

Berutu, Ali Geno. Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku
Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh. Jurnal Aristo. VVol.4 No.2. Juli 2016

Berutu, Ali Geno. Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku
Pak-Pak di Kota Subulussalam Aceh. Jurnal Aristo. VVol.4 No.2, Juli 2016.

E.Mulayasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi,
Bandung: PT.Remaja Resda Karya, 2004

Hadi Sutrisno, Metode Research, Yogyakarta: UGM, 2002

Haidar Nassir. Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Idiologis di Indonesia,
Bandung: Mizan. 2013

Hasan Muarif Ambary. Suplemen Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve. 1996

Ibrahim Hosen. Apakah Judi Itu?. Jakarta: Lembaga Kajian IImiah Institut lImu
Al-Qur’an (11Q). 1987

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec
Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan
Masyarakat, VVol. 01 No 01 Februari 2012

Jimly Asshidigie, Ali Safa‘at. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekjen
dan Kepaniteraan MK-RI. 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id
/implementasi diakses pada tanggal 09 November 2022.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh.
Diakses melalui situs: www.ms-bandaaceh.go.id

Lexy J. dan Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2005

Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten
Aceh Tengah. Medan: UMSU, 2018



61

Mahmani. Kajian Deskriptif Implementasi Qanun Tentang Maisir Di Kabupaten
Aceh Tengah. Medan: UMSU, 2018

Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1989
Mahmudi, Manajamen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: JKPN, 2005

Marsum. Figih Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH
Ull. 1991

Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2002

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah). Bandung: Pustaka Setia.
2000

Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali. Efektivitas Penerapan
Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor
6 Tahun 2014. Jurnal Hukum: Syiah Kuala. Vol. 1, Nomor 3, Desember
2017.

Sahara, Siti & Meta Suriyani, Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir
(Perjudian) di Kota Langsa. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol. 13,
Nomor 1, Januari-Juni 2018

Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adtya Bakti. 2005

Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976

Sondang Siagian, Organisasi Kepemimpinan, Jakarta: CV Masagung, 2002

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2017



62

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan
R & D, Bandung, Alfabeta CV, 2013

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2017
Suharsini Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 2000

Uhar Suharsaputro, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan,
Bandung: Rafika Aditama, 2012

Ulum Ihyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press, 2004

Zainuddin Ali. Metodi Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014



LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi




LAMPIRAN 2: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
Rumusan Masalah Pertanyaan Jawaban
Efektivitas sanksi Bagaimana Pelaksanaan |e Tetap ada sosialisasi dari
hukum terhadap Tugas pengawasan pihak Wilayatul Hisbah
pelaku jarimah untuk jarimah Maisir di dan Satpol PP dari tempat
Maisir di kota Banda | kota Banda Aceh? ke tempat.
Aceh Berdasarkan data dari ~ |e Masih adanya peningkatan

tahun ke tahun adakah
peningkatan terhadap
jarimah Maisir di kota
Banda Aceh?

Berapa jumlah dari (Berdasarkan data yang
jarimah Maisir di kota | terlampir)
Banda Aceh?

Apa Faktor-faktor Yang |e Tingkat kesadaran
Menyebabkan jarimah e Ekonomi

Maisir di kota Banda
Aceh?

Ketagihan

Bagaimana pelaksanaan [e Putusan hakim

sanksi hukum terhadap |e Berdasarkan aturan yang
pelaku jarimah Maisir berlaku

di kota Banda Aceh?

Bagaimana efektivitas |e Cambuk (Kurang Efektif)
sanksi hukum terhadap




pelaku jarimah Maisir
di kota Banda Aceh?

Penjara dan Denda (Lebih
memberikan efek jera

kepada pelaku)

Adakah target yang
ingin dicapai terkait
penanganan jarimah
Maisir di kota Banda
Aceh?

Apakah ada sanksi
hukum terhadap pelaku
jarimah Maisir di kota
Banda Aceh yang tidak
efektiv?

Hukuman cambuk yang

kurang memberikan efek

jera

Putusan yang ringan

Kendala pada
penerapan sanksi
hukum terhadap
pelaku jarimah
Maisir di kota Banda
Aceh

Apa yang menyebabkan
sanksi hukum terhadap
pelaku jarimah Maisir
di kota Banda Aceh
yang tidak efektiv?

Karena putusan yang tidak
berdampak lagi bagi
pelaku, akibatnya sanksi
hukum tersebut tidak lagi
efektif

Apa kendala pada
penerapan sanksi
hukum terhadap pelaku
jarimah Maisir di kota
Banda Aceh?

Sulit mendeteksi pelaku
dikarenakan yang dihadapi
sekarang banyak pelaku
yang melakukan jarimah

maisir secara online

Bagaimana mengatasi
kendala pada penerapan
sanksi hukum terhadap
pelaku jarimah Maisir
di kota Banda Aceh?

Berkoordinasi dengan
kepolisian karena pihak
kepolisian memiliki alat
yang cukup untuk

mendeteksi pelaku




e Patroli gabungan

Dalam hal penanganan
jarimah Maisir di kota
Banda Aceh apakah
sudah sesuai dengan
Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang

hukum jinayah?

Sudah sesuai

Apakah ada poin yang
belum terlaksanakan
dari Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014
tentang hukum jinayah
terkait jarimah Maisir?

Tidak ada (Sudah

terlaksanakan)

Apa hambatan yang di
alami dalam
pelaksanaan aturan

tersebut?

Kesadaran hukum dari

masyarakat

Respon dari masyarakat

yang melihat

Dalam menjalankan

regulasi dari pemerintah

terkait jarimah Maisir,
apakah penanganan
yang di lakukan sudah
sesuai dengan kaidah

hukum islam?




LAMPIRAN 3: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

Proses wawancara dengan Ibu Roslina sebagai Kabid penegakan syariat Islam di
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



Proses wawancara dengan Bapak Yusmansyah sebagai Kasi penegakan syariat
Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup
RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi
Nama : Munazir
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Januari 2001
Jenis Kelamin - Laki-laki
NIM 180104054
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda
Aceh
Email : munazirmunazir720@gmail.com
Orang Tua
Nama Ayah : Maimun
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Nama lbu : Masdaniati
Pekerjaan Ibu :Ibu Rumah Tangga
Pendidikan
SD : MIN 1 Model Banda Aceh (2006-2012)
SMP : MUQ Pagar Air(2012-2015)
SMA : SMAN 12 Banda Aceh( 2015 - 2018 )
Perguruan tinggi - UIN Ar-Raniry (2018-2023)

Demikianlah daftra riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

(Munazir)



